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Abstract

Regulation and impbmentation of local and general election in
Indonesia is still arising some complicatzd problems to take a quality
democracy. Regulation of tlut is not enougll because factor of local
and general election has signifuantly influence to result of local and
general election impelemented. In practice, usually gap behoeen
both regulation and implementation has been tlrc local nnd gercral
election in Indonesia running crucial. Some problems aising like
tht General Election Commission understanding partially of local
and general election regulation, local and general election Inzus

ozterlapping or confussing, ineffectfue lazo enforcement, etc. AII of
these of course hape signifrcantly influence to qunlity of democraty
and implementation of locnl nnd getural election in lndonesia.

kyuords: Regulation, accomplishment, pemih,/pemilukada

A. LATARBELAKANG

Permasalahan pengatuan dan penyelenggaraan pemilu
di dalam sistem ketatanegaraan Irrdonesia sebenarnya
sangat kompleks dan runrit. Persepsi dan pemahaman yang
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parsial (tidak komprehensif) atas sistem penyelenggaraan
pemilu/penrilukada, pembentukan peraturan perundang-
urrdangannya, dan sistem penegakan hukumnya tidak
saf a akan berdampak pada kualitas atau legitirnasi hasil
pemilu/pemilukada yang diselenggarakan, akan tetapi juga
berimplikasi pada kualitas demokrasi dan kemungkinan
timbulnya instabilitas politik negara/pemerintahan serta

pertanggungjawaban hukum para penyelen ggara pem:Ilu/
pemilukada serta pihak-pihak lain yang terkait di muka
pengadilan. hri merupakan konsekuensi logis dari prinsip
negara hukum yang dianut dalam konstitusi kita, serta
equality before the lazo pincipl", y^g menuntut persamaan
h& baik masyarakat maupun penyelenggara negara
(termasuk penyelenggara pemil4 yaitu KPLI) yang ada,

agar setiap tindakan atau keputusan-keputusan yang dibuat
harus berdasarkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum. Konsep negara hukum (rechtsstaat) yang demokratis
-- bukan negara kekuas aan (machtsstaat) - dan negara
demokrasi yang konstitusionil. (constittttional fumocracy)

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD
1945 mempertegas perspektif ini.

Akan tetapi, pengaturan saja memang tidaklah
memadai untuk menghasilkan sebuah pemilu/ pemilukada
yang berkualitas karena faktor penyelenggaraan pemilu/
pemilukada juga memiJiki pengaruh yang sangat signifikan
terhadap hasil pertilu/pemilukada yang dilaksanakan.
Maka, dalam konteks ini, kita kemudian melihat bagainana
pengaturan pemilu/pemilukada itu di satu sisi, dan
bagaimana penyelenggaraan penilu/pemilukada itu di
sisi yang lain Kesenjangan atau gap antara Pengaturan
dan penyelenggaraan inilah yang kerapkali menimbulkan
berbagai permasalahan di lapangan. Bagairrrana pengaturan
dan penyelenggaraan penilu/penrilukada di lndonesia
dilakukan. Apakah perangkat peraturan perundang-
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undangan yang telah ada sudah cukup memadai untuk
penyelenggaraan sebuah pemilu/pemilukada yang
demokratis, jujur dan adil di Indonesia? fuga apakah
penyelenggaraan pemilu/pemilukada d Indonesia sudah
berjalan sesuai dengan perintah peraturan perundang-
undangan yang berlaku? Tulisan pendek ini akan mencoba
menguraikan dan membahas.

B. PEMBAHASAN

Adanya negara itu adalah karena suatu keharusan
yang obyektif yang disebabkan oleh kodrat manusia, kata
Socrates. Tugas negara adalah mendatangkan keadilan yartg
baru dapat terjel-ma bilarrran negara diperintah orang-orang
yang dipilih secara seksama. Akan tetapi memilih orang-
orang yang duduk dalam jabatan-jabatan negara itu ternyata
tidaklah mudah. Harus ada sistem atau mekanisme yang
benar-benar demokratis yang dilaksanakan berdasarkan
hukum dan keadilao kejujuran, serta kebebasan dalam
memilih. jika jarrrinan tersebut tidak ada, atau hanya
bersifat formalitas saia, maka dapat dipastikan pemilihan
yang dinaksudkan untuk menempatkan orang-orang yang
tepat dalam jabatan-iabatan negara itu, akan menghasilkan
peiabat-pejabat negara atau pemerintahan yang tidak atau
kurang baik. Pemilu dengan demikian, bukan saja sekedar
institusi bagi berlangsungnya proses demokrasi, akan tetapi
juga institusi yang dapat digunakan unttrk menguji tegaknya
nilai-nilai demokrasi, hukum dan keadilan. Oleh karena itu
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, negara kemufian
membentuk sebuah peradilan yang diberikan wewerumg
untuk menangani perselisihan hasil pemilihan umun,
termasuk pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di
lndonesia.
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Sebagai sebuah peradilan negara, Mahkamah Konstitusi
menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 merniliki wewenang
konstitusional untuk memutus perselisihan hasil pemilihan
umum (PHPII). Akan tetapi kalau kita cermati, wervenang
ini sebernrnya hanya sebatas menyangkut perselisihan hasil

perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan

Umum (KPU), bukan pada substansi tentang keabsahan

penyelenggaraan dan/ atau hasil pemilihan umum/
pemilukada. Dengan demikian, wewenang Ma-hkamah

Konstitusi sebagai lembaga peradilan negara untuk
memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara
pemilu perlu diperluas lagr, mengingat masalah-masalah

dalam hukum pemilu/pemilukada sangat kompleks dan

rttmit (complicated). Penganran tentang pemilihan umum/
pemilukada itu sendiri" baik dalam UUD 1945 maupun
peraturan perundang-undangan yang lailnya, juga belum

memadai. Bahkal, konsep hukum 'pemilihan umum' yang

diberikan oleh UUD 1945 sebagai sumber hukum formal
tertinggi, yang mengatur tentang pemilihan urnum di
Indonesia, narnpaknya juga kurang nemadai. Pasal 22E UUD

1945 nrisalnya, walaupun Bab nya diberi title : PEMILIHAN
UMUM, sama sekali tidak memberikan konsep hukum yang
jelas tentang apa yang dimaksud dengan 'pemilihan umum'
itu, akibatnya secara yuridis-formal ketentuan tersebut tidak

mengakomodir praktek-praktek pemilihan umum yang ada.

Pemilihan Umum Kepala Daerah, (Pemilukada) misalrrya,

tidak masuk dalam rezim hukum Pasal 22E ayat (2) UUD
1945.1 Tidak saja Perrilukada saja nampaknya yang secara

yuridis-formal tidak masuk dalam rezim hukum pemilu
menurut UUD 1945, akan tetapi juga pada pemilihan kepala

desa" kepala dusun atau pejabat-pejabat publik lainnya

di lembaga-lembaga pemerintahan. Apakah'pernilihan'

1 Pasd 22 E ayat (2) ULrD 1945 menyatakan : Pemililnn umunt diselenggatakan

unh* flEnilrh aflgtota DPR, DPD, Presidzn danwnkil Presiden difl DPRD.
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pejabat-pejabat publik di luar rezin hukum Pasal 22E ayat
(2) UUD 1945 itu termasuk dalam kategori 'special election',
bukan 'general election' atau bagiamana? Makna 'umum'
dalam terminologi 'pemilihan umurn' itu harus jelas rumusan
hukumnya, agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan
dalam prakteknya. Rurnusan hukum 'pemilihan urnum' di
dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2008 serta perafuran perundang-undangan lainnya belum
rremperlihatkan perspektif yang jelas mengenai soal ini.

Di sisi lain, pemahaman sebagian besar kalangan melihat
masalah hukum pemilu/pemilukada ini merupakan hal
yang biasa saja. Padahal hukum pemilu adalah hukum yang
mengatur tentang seluruh rangkaian kegiatan pemilihan
umum (pemilu), yang terdiri dari seperangkat norma-norma
hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang
menjadi landasan keabsahan bagi terselenggaranya pemilu
dan penegakan hukumnya.z Hukum Pemilu merupakan
hukum publik (publbk recht). Hukum publik rrerupakan
hukum yang bersifat istimewa (mengatur hubungan hukum
anhara penguasa (negara) dengan warganya @urger)).
Scholten sebagainana diintrodusir oleh Utrecht menyebuhrya
sebagai bijzonder recht, karena di dalamnya memuat asas-
asas istimewa.3 OIeh karena hukum pemilu/penrilukada
merupakan bagian dari hukum yang istimewa, maka sudah
sepatuhlya perkara-perkara di bidang pemilu diatur melalui
proses penegakan hukum dan sistem peradilan yang bersifat
istimewa (khusus), seperti halnya Peradilan Tata Usa-ha

Negara" Peradilan Tipikor, dan sebagainya.a
2 Widodo Ekatjalja a, 2O@, Bunga Rar.npai Masalah Hulaon Pelnilu di Ind.onesia,

Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. hlm. 15.
3 Asas-asa,5 isti[rewa itu diantaranya adalah dalam konsep negara hukum,
negara melalui alat-alat pedengkapannya dapat diturtut/digugat di pemdilan,
asas praduga keabsahan (tnrmoeden oo rcchhnatiglreid - procslttfiptio iustac c@/l,a)
atas setiap onerluidsbeslrifer (keputusan penguasa negara), dsb nya.
  Widodo Ekatjaljanq 2ffi9, Menggagas Pendilan Portai Politik dan Penilu dalam
Sistehr Ketatanegqraw Ind.onesin, dalalit\ttnal Korutitusi, Volume II, Nomor 1, Iuni
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Dewasa ini, institusi-institusi yang rrenangani perkara-
perkara hukum pemilu/pemilukada (meliputi : pelanggaran
adrninistrasi penilu oleh KPU5, pelanggaran pidana
pemilu oleh peradilan u-rrum (negeri)6, dan perselisihan
lnsil pemilu oleh Mahkarnah KorutitusiJ. Pertanyaan
hukumnya kemudian adalah, mengapa harus ada 3 (tiga)
institusi peradilan yang menangani perkara-perkara hukr:m
pemilu/pemilukada di Indonesia? Mengapa tidak hanya
satu institusi saja yang menanganinya? Mengapa sistem
penyelesaian hukum untuk perkara pelanggaran pidana
pemilu/pemilukada, sistem peradilarurya memiliki 2 (dua)
tingkatan peradilan sebagai saluran htJ<rn justiciabelen,

yaitu Peradilan Tingkat Pertama (= Peradilan Negeri) dan
Peradilan Tingkat Tinggi yang terakhir (=Peradilan Banding),
sedangkan untuk penyelesaial persilihan hasil pemilu/
pemilukada cukup diselesaikan di Malrkarnah Konstitusi
sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir? Apakah
hal yang demikian, tidak berarti ada perlakuan hukum
yang berbeda (diskrirninatif), dan menutup saluran (upaya)
httkrarn justiciabelen dalarn mencari keadilan? Mengapa tidak
diupayakan dibentuk sebuah peradilan pemilu/pemilukada
yang menangani gugatan tentang keabsahan hasil pemilu?

2009, Jakarta: Maikamah Konstitusi RI bekeiasama dengan Pusat Kaiian Konstitusi
Fakultas Hukun Bengkulu hlm. 85.

5 Pasal 248 UU No. 10 Tahur 2008: Pelanggaran adminiitrasi pemilu adalah
pelanggamn terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan
ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan
I(PU,
Pasal 249 UU No. 10 Tahun 2@8: Pelanggaran administlasi Pemilu diselesaikan
oleh KPU, KPU provinsi KPU kabupaten/koba sesuai dengan tingkatannya.
6 Pasal 252 UU No. 10 Tahun 2008: Pelanggarar pidana pemilu adalah
pelanggaran terhadap ketentuan pidana penilu yang diatur dalam Undang-
Undang ini yarlg penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilaa dalam
lingkungan peradilan umurr.
7 Pasil 259 ayat (1) UU No- 10 Tahun 2008 : Dalam hal berjadi peEelisihan
penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional Peserta Pemilu dapat
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan
suara oleh KPU kepada Mahka-Eu.h Konstitusi.

lnmllolttutl vol. t, No. 1, Juni 2010114
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Bagaimana misalnya bila terdapat fakta, bahwa yang
melakukan pelanggaran administrasi Pemilu itu adalah I(PU
sendiri? Apakah yang akan menyelesaikannya KPU juga?

Ada contoh yang menarik relevan dengan pelanggaran
administrasi peurilukada oleh KPU ini. Salah satu diantaranya
adalah Keputusan IGU dalam kasus penetapan pasangan
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008. Dalam kasus ini,
I(PU apakah karena kelalaiannya atau karena memang
kesengajaarmya, meloloskan Pasangan Calon Nomor 7
khususnya H. Dirwan Mahmud sebagai calon Kepala Daerah,
yang kemudian terbukti di persidangan Mahkamah Korutitusi
tidak memenulri syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala
daerah, karena pernah menjalani hukuman penjara kurang-
lebih 7 (tt{uh) tahun lamanya. Oleh karena itu, menurut
pandangan hukum Mahkamah Konstitusi, Keputusan KPU
dalam kasus penetapan pasangan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan
tahun 2008 pada putaran kedua merupakan keputusan yang
harus diputus 'batal demi huku-rr' - z,an rechtstuege nietig.
Menurut penulis, putusan Ma.hkamah Konstihrsi yang
demikian itu sudah tepat mengingat esensi dan kualitas cacat
yang terdapat dalam keputusan I(PU ihr. Jika, Keputusan
KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Norror 59 Tahun 2008
tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan itu tida&
diputus batal demi hukun - aoid ab initio atau aan rcchtnrcge
nietig, maka tidak saja penyelenggaraan pemilukada tersebut
mengandung cacat hukum, akan tetapi akibat hukum yang
timbul adalah bahwa perbuatan dan akibatrrya dianggap
tetap sah sampai saat pembatalan. Padahal, faktanya adalah
perolehan suara dari pasangan calon terpiJih itu berpengaruh
signffikan terhadap perolehan suara calon lairmya seiak di
putaran pertama. Jika calon terpilih itu sejak awal oleh KPU

lut lol{nl/xltr,vot. t, No. 1, Juni 20ro



PgXI|IFE ITNTVEBSIIAE }IIIEAUIIADIYAE YOCYAJ{T.RIA

sudah didiskualitikasi karena tidak memenuhi persyaratan
sebagai calon, tentu suara yangyang diperolehnya terdlitribusi
ke calon-calon lairmya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi
kemudian berpendapa! agar tercipta keadilan berdasarkan
konstitusi dalam Pemilukada di Kabupaten Bengkulu
Selatan, maka harus rlilakukal pemungutan ,ou.u ,rlu11g
untuk seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan, untuk itu

Putusan Mahka:nah Konstitusi itu juga didasari oleh
partd
Dirw
yang
mengetahui bahwa r:ntuk menjadi kepala daerah harus
memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal

lS huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Selaku peserta peserta pemilukada
Kabupaten Bengkulu Selatan, H. Dirwan Mahmud secara

Yang menjadi persoalan dari kasus itu kemudian
adalah, apa konsekuensi hukum yang harus diterima oleh

!. tu"iy, !!!: Ttuufl Ment&)al Konstitusi don Delrckrasi, gal<atta: Ntalkamah
Konstitusi RI, 2008), hlm. 192-198.

,trI, 1|'f,itlfl,vot. t, No. I, Juni 2f,'o



P2I(P-I'E IINTVERSITAS tr/II'EAI/TI/IADTTAE Y('GYATATTA

KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pihak yang
harus bertanggungjawab atas terjadinya kasus tersebut?
Padahal Mahkamah Konstitusi telah mengemukakan dan
menutuskal, balwa fakta hukum pelanggaran adrrrinistratif
(Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) oleh
H. Dirwan Mahmud itu telah mengakibatkan pemilukada di
Kabupaten Bengkulu Selatan cacat yuridis. Oleh sebab itu,
Mal-rkamah Konstitusi kemudian berpendapat, bahwa agar
tercipta keadilan berdasarkan konstitusi dalarn penrilukada
di Kabupaten Bengkul Selatan, maka harus dilakukan
pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Bengkulu
Selatan.

Tidak ada pertangglngjawaban secara hukum
nampaknya yang harus dijalani atau dipikul oleh KPU
Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai akibat pelanggaran
adminishasi pendaftaran calon kepala daerah dan wakil
kepala daerah itu. Mahkamah Konstitusi sendiri walaupun
telah menyatakan kasus ini merupakan kelalaian KPU
sebagai pihak penyelenggara perrilukada, tidak pernah
menyatakan, bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan
harus bertanggungjawab secara hukum, kecuali perintah
Mahkamah Konstitusi kepada KPU in casu unfitk melakukan
pemilukada ulang. Padahal, dari kasus tersebut sudah barang
tentu, akibat kelalaiannya itu, negara dan rakyat dirugikan.
Negara dan rakyat bermasuk calon-calon lain yang tidak
bersalah harus menanggung dan memikul sendiri kesalahan
yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan.

Apabila kondisi sistem peradilan pemilu/pemilukada
di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas itu kita
kaji, maka terkesan bahwa pengaturan dan penanganan/
penyelesaian hukum atas perkara-perkara hukum pemilu/
pemilukada itu dan sistem peradilannya, tidak sistematis
dan banyak mengundang persoalan-persoalan hukum baru.

lul.tl loatllrtl, vot. r, No 1, JuAi 2o1o 7t7
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Sudah barang tentu, kondisi seperti ini tidak menguntungkan
bagi para pencari keadilan (justiciabelen).

Di luar masalah itu, organ-organ penegak hukum
pemilu/pemilukada seperti Bawaslu, Paawaslu provinsi,
Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecalnatan, Pengawas

Pemilu Lapangan, Pengawas Penrilu Luar Negeri, dalam
menjalankan tugas dan wewerumgnya ternyata masih

dikaitkan dengan tugas dan wewerumg organ penegakan

hukum yang berada dalam sistem peradilan umurn, seperti:

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri (Umur) dan

pengadilan Tinggi (Banding). Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2008 (tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan

DPRD), ba}*an juga menggariskan, di dalan Pasal 254

bahwa:

(1) Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

(2) Sidang pemeriksaan perkara pidana pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

hakim khusus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus
diatur dengan peraturan Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tidak saja telah

menyeret perkara-perkara pemilu yang semestinya bersifat

hukum istimew a (bijzonder recht) ke dalam ranah hukum
biasa (urnum), akan tetapi juga telah memberikan ruang

kepada Mahkamah Agung unhrk mengambil-alih kompetensi
absolut atas Penanganan perkara-perkara pelanggaran
pidana pemilu, yang sebetulnya bersifat khusus (istimewa)
ini, dan idealnya ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.
Di samping itu, dengan melihat institusi-institusi yang

luld I0 lhd, Yor x/, Ivo 1, Jurt 2ot0118
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menang.rni perkara-perkara hul.um pemilu/pemilukada
(meliputi : pelanggaran administrasi pemilu oleh KPLP,
pelanggaran pidana pemilu oleh peradilan umum (negeri)10,
dan perselisihan hasil pemilu oleh Mahkarnah Konstitusill),
maka terkesan bahwa pengaturan tentang panangarnn/
penyelesaian hukum atas perkara-perkara hukurr penrilu
itu dan sistem peradilanrrya, terkesan tidak sistematis dan
banyak mengundang persoalan-persoalan hukum baru.
Sudah barang tentu, kondisi seperti ini tidak menguntungkan
bagi para pencari keadilan (justiciabebn), termasuk pula bagi
tumbuh dan berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia
yang lebih berkualitas dalam memilih dan menempatkan para
pejabatnya dalam jabatan-jabatan negara/pemerintahan.

C. PENUTUP

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, jelaslah
bahwa permasalahan pengaturan dan penyelenggaraan
pemilu/ pemilukada di dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia sangat kompleks dan contplicnted (rumit). Persepsi
dan pemahanan yang parsial (tidak komprehensi$ atas
sistem penyelenggaraan pemilu/pemilukada, pembentukan
peraturan perundang-undangannya, dan sistem penegakan
hukumnya, termasuk lembaga peradilannya tidak saja akan

9 Pasal 248 UU No. 10 Tahun 2008: Pelanggaran administrasi pemilu adalah
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini yang bukan merupakan
ketentuan pidana pemilu dar terhadap ketenhan lain yang diatur dalam perahrran
KPU.

Pasal 249 VU No. 10 Tahun 2008: Pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan
oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.
10 Pasal 252 UU No 10 Tahun 2008: Pelanggaran pidana pemilu adalah
pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dala.m Undang-
Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan mela.lui pengadilan dalam
lingkurgan peradilan uarum.
11 Pasal 259 ayat (1) tru No. 10 Tahun 2008 : Dalam hal terjadi perselisihan
penetapan perolehan suara hasil Pemilu secata nasional Peserta Pemilu dapat
mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan
suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

l[]ml lolslll$l, yor l4 xo. 1,.runi zolo
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berdampak pada kualitas atau legitimasi hasil penrilu/
pemilukada yang diselenggarakan, akan tetapi juga
berimplikasi pada kemungkinan tirnbulnya instabilitas politik
negara/pemerintahan dan pertanggungjawaban hukum
para penyelenggara penrilu/pemilukada serta pihak-piluk
lain yang terkait di muka pengadilan. Ke depan harus ada
political uill dan ruill to deaelop dari para penyelenggara negara
yang berkompeten untuk membenahi sistem pengaturan
dan penyelenggaraan pemilu/pemilkada di Indonesia ini,
sehingga dengan itu pengaturan dan penyelenggaraan
pemilu/pemilukada dapat menghasilkan demokrasi yang
lebih berkualitas dan pejabat-pejabat negara/pemerintahan
terpilih yang arnanah.
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